1 WALIKOTA AMBON
| PROVINSI MALUKU

PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
BAGI MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang :

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi ‘M.asyarakat Miskin;

Mengingat : 1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 1958

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23

Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah

N Swatantra Tingkat II Dalam Daerah Swatantra Tingkat 1

i Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957

A Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara

B Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan
Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor
5248);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

S. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979

Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3137);




6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syar
dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA AMBON
dan
WALIKOTA AMBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

1
2.

11

12

BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kota Ambon.

Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
Walikota adalah Walikota Ambon.

penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Ambon yang selanjutnya disebut
Bagian Hukum ada] ' Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi

dan/atau Raja.

Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan
Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.

kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau

kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau
keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.

- Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
13.

Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui
jalur pengadilan untuk menyelesaikannya,
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18.

19,

20.

21.

22,

23.

(1)
(2)
(3)

(4)

Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di

. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan
16.

dokumen yang diserahkan olehPemberi Bantuan Hukum.

Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga Bantuan
Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan Bantuan
Hukum yang berupa klasifikasi/ penjenjangan dalam pemberian Bantuan
Hukum.

Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian
Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Walikota.

Kode etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi
advokat yang berlaku bagi advokat.

Anggaran Bantuan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah alokasi

a. keadilan;

b. persamaan kedudukan dalam hukum;

¢. keterbukaan;

d. efisiensi;

e. efektivitas;dan

. akuntabilitas.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. menjamin dan memenuhi hak bagi penerima Bantuan Hukum untuk
mendapatkan akses keadilan;

b. mewujudkan hak konstitusional masyarakat di Daerah sesuai dengan
prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;

C. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan
Sc€cara merata di Daerah;dan

d. mewujudkan peradilan  yang efektif, efisien, dan dapat
dipertanggungjawabkan.

-

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang
menghadapi masalah hukum.

Pemberian Bantuan Hukum meliputi masalah hukum yang dilakukan
Secara Litigasi dan/atau Non Litigasi.

Masalah hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. masalah hukum keperdataan;

b. masalah hukum pidana;dan

C. masalah hukum tata usaha negara.

Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:

a. menjalankan kuasa;

b. mendampingi; *

c. mewakili;




d. membela; dan/atau
¢. melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima

Pasal 3

(1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1)
meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat
memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

(2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. hak atas pangan;

b. hak atas sandang;

c. hak atas layanan kesehatan;

d. hak atas layanan pendidikan;

€. hak atas pekerjaan dan berusaha;dan/atau
f. hak atas perumahan.

. BAB III
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
Pasal 4

(3) Bagian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
4. menyusun dan menetapkan kebijakan Penyelenggaraan Bantuan
Hukum;
b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan
asas pemberian Bantuan Hukum;
€. menyusun rencana ABH;
d. mengelola ABH secara efektif, efesien, transparan, dan akuntabel; dan
€. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan
Hukum kepada DPRD pada setiap akhir tahun anggaran.
(4) Kepala Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (3)berwenang :
a. mengawasi dan memastikan penyeienggaraan Bantuan Hukum dan
pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini;dan

b. mengevaluasi penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian
Bantuan Hukum.

Pasal 5

Pemberian Bantuan Hukum secara litigasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 ayat (2) dilakukan dengan cara:

a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat
penyidikan dan penuntutan; ]

b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di
persidangan;atau

C. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan
Hukum di Pengadilan Tata usaha Negara.




(1)

(2)

(1)

Pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi kegiatan:

a. penyuluhan hukum;
konsultasi hukum;
investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
penelitian hukum;

mediasi;

negosiasi;

pemberdayaan masyarakat;

pendampingan di luar pengadilan;dan/atau

drafting dokumen h

PRS0 Ao o

Pasal 7

Dalam penyelenggaran Bantuan Hukum, lembaga Pemberi Bantuan
Hukum yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 mengajukan permohonan kepada Walikota.

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan permohonan kepada Walikota
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV
PEMBERI BANTUAN HUKUM
Pasal 8

Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi B

. berbadan hukum;

a
b. terakreditasi berdasarkan Peraturan Daerah ini;

¢. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap; .
d

e

A
F

. memiliki pengurus; dan
- memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 9

Pemberi Bantuan Hukum berhak :

a.

b.

C.

melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa
fakultas hukum;

melakukan pelayanan Bantuan Hukum;

menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program
kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
menerima anggaran dari Pemerintah Daerah untuk melaksanakan
Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;

mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam merr}bela perkgra yang
menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

mendapatkan informasi dan data lain dari Instansi lain, untuk
kepentingan pembelaan perkara;dan




g mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan dan keselamatan
selama melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum wajib :

a. melaporkan kepada Walikota melalui Bagian Hukum tentang program
Bantuan Hukum; ;

b. melaporkan setiap penggunaan anggaran Daerah yang digunakan untuk
pemberian Bantuan Hukum berdasarkan peraturan daerah ini kepada
Walikota pada setiap akhir tahun anggaran;

C. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh
dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang
ditangani, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

d. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip pelayanan
publik;dan

berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah
ini sampai perkaranya selesai, kecniali ada alasan yang sah secara hukum.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM
Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum berhak:
a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai

dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama

penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat
kuasa;

b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum
dan/atau Kode Etik Advokat;

C. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan
pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;dan

d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

Pasal 12

Penerima Bantuan Hukum wajib:

a. mengajukan permohonan kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk
mendapatkan Bantuan Hukum;

b. menyampaikan bukti, informasi, dan /atau keterangan perkara secara
benar kepada Pemberi Bantuan Hukum; dan

C. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

BAB VI
SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM
Pasal 13

(1) Pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Bantuan Hukum. . .
(2) Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut: i . L
a. mengajukan pemohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit
identitas pemohon dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang
dimohonkan Bantuan Hukum;




(3) Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun

permohonan secara tertulis, pemohon dapat diajukan secara lisan.

Penerima Bantuan Hukum.

(4) Dalam hal permohonan Bantuan hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum

memberitahukan secara tertulis dan mencantumkan alasan penolakan
kepada calon penerima bantuan hukum.

Bantuan H sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diatur dalam
Peraturan Walikota.
BAB VII
PENDANAAN
Pasal 16

(1) Pendanaan bantuan hukum

bantuan hukum dibebankan kepada APBD.
(2) Pemerintah Daerah mengalokasikan APBH dalam APBD tiap tahun.

a. hibah; dan/atau

~ b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

(4) Ketentuan lebih lanjut men

genai tatacara penyaluran dana Bantuan

Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan

BAB VIII

LARANGAN

Pemberi Bantuan Hukum dilaran

Pasal 17

g menerima atau meminta pembayaran dari

Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara
yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.




BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 18

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah inj diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai berlaky pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pPeéngundangan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 Maret 2017

.‘,.l#’;\ i"v i ;
\ ‘ S
W 4FRANS JOHANIS PAPILAYA

Diundangkan dj Ambon
2 g‘a.fi i3 ggal 30 Maret 2017
Qg

. QﬁS/E\ S DAERAH KOTA AMBON/

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA AMBON, PROVINSI MALUKU :
(15/2/2017)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA AMBON
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG

BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Materi pokok yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:
pengertian-pengertian, asas dan tujuan, ruang lingkup, penyelenggaraan
bantuan hukum, hak dan kewajiban, Syarat, tata cara pengajuan

permohonan, tata kerja, larangan, pendanaan, sanksi, ketentuan peralihan
dan ketentuan penutup. .

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Cukup jelas
Angka 2

Cukup jelas
Angka 3

Cukup jelas
Angka 4

Cukup jelas
Angka 5

Cukup jelas
Angka 6

Cukup jelas




Angka 7

Cukup jelas
Angka 8 .

Cukup jelas
Angka 9

Cukup jelas
Angka 10

Cukup jelas
Angka 11

Cukup jelas
Angka 12

Cukup jelas
Angka 13

Cukup jelas
Angka 14

Cukup jelas
Angka 15

Cukup jelas
Angka 16

Cukup jelas
Angka 17

Cukup jelas
Angka 18

Cukup jelas
Angka 19

Cukup jelas
Angka 20

Cukup jelas
Angka 21

Cukup jelas
Angka 22

Huruf a

Yang  dimaksud dengan “asas  keadilan”

menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara

proposional, patut, benar, baik dan tertib.
Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas persamaan kedudukan di
dalam hukum”adalah bahwa setiap orang mempunyai hak
dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban

menjunjung tinggi hukum.
Huruf ¢

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan”

memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh
informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak
dalam mendapatkan Jaminan keadilan atas dasar hak secara

konstitusional.
Huruf d

Yarsg dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah adalah
memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui

penggunaan sumber anggaran yang ada.
Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas efektivitas”

menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum

secara tepat.




Huruf f

| kepada masyarakat.
i Angka 23 |
Cukup jelas
Pasal 2

Cukup jelas
| Pasal 3

Cukup jelas

i Pasal 4
| Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup Jelas
Pasal 6
| Cukup Jelas
| Pasal 7
1 Cukup Jelas
| Pasal 8

Cukup jelas
Pasal 9

Cukup jelas
Pasal 10

Hi

{ : Cukup Jelas
|

I

|

Pasal 11
Cukup Jelas

| Pasal 12

| Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15

g Cukup jelas

| Pasal 16

|[ Cukup jelas

| Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas
Pasal 19

Cukup jelas
Pasal 20

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA AMBON NOMOR 324.




